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ABSTRAK 

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sudah merancang regulasi perihal 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses perubahan dikarenakan 

berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang provinsi 

Jawa Tengah mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta 

prosedur hukum yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analitis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan 

daerah tersebut menurut pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama 

Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dan Kedua, Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah belum 

bisa beraktifitasnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya akibat 

izin yang belum keluar dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan 

Perikanan. 

Kata Kunci: Penyusunan, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, Provinsi Jawa Tengah 
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